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ABSTRACT

Contract marriages are one of the 3 types of maem known in
Indonesia. As it is known that contract marriages marriages made by
certain parties with specific aims and objectivasd awithin a certain
period of time. So the marriage is actually a mage that is not
appropriate and deviates from the noble purpos¢éhefactual marriage,
which is to form an eternal household and only skekpleasure of God,
in accordance with the provisions as regulated pplacable laws in
Indonesia.

Therefore, the purpose of this paper is to findthetactual arrangements
related to the practice of contract marriages whiane still widely
practiced in Indonesia.

This type of research used in this study is nomweajuridical type of
research, namely research conducted based on thal lscientific
character of the normative side.

The results of the study showed that the practiceoatract marriages
that were carried out was not appropriate and vieththe provisions of
the legislation that acted as positive law in Indsia. This is due to the
contract marriage there are several things that @vpromised such as, a
number of assets that must be issued and the deafdr the end of the
marriage has been determined, then obviously sudmaariage is a
marriage arranged by the parties themselves andrgmthe provisions of
the applicable laws and regulations. While the #tagans that
specifically regulate contract marriages have net gxisted in Indonesia.
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ABSTRAK

Perkawinan kontrak adalah salah satu dari 3 jeeikgwinan yang
dikenal di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwevirk kontrak
merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pihakiptieatentu dengan
maksud dan tujuan tertentu serta dalam jangka wigktantu pula. Jadi
perkawinan tersebut sebenarnya merupakan perkawaraptidak sesuai
dan menyimpang dari tujuan mulia perkawinan yangesarnya, yaitu
untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan hamyeani keridhaan
Tuhan YME, sesuai dengan ketentuan sebagaimanair didélam
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalahuknmengetahui
pengaturan yang sebenarnya terkait adanya praktiknkkontrak yang
sampai saat ini masih banyak dilakukan di Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitiaadaiah jenis penelitian
yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukaerasar pada karakter
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik perkawirntrak yang
dilakakukan adalah tidak sesuai dan melanggar keienperaturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum gidsifioneisa. Hal
ini disebabkan pada perkawinan kontrak terdapaterdagia hal yang
diperjanjikan seperti, sejumlah harta yang harleldarkan dan batas
waktu berakhirnya perkawinan telah ditentukan, mgas perkawinan
yang demikian itu merupakan perkawinan yang diakndiri oleh para
pihak dan mengabaikan ketentuan peraturan perunga@ngan yang
berlaku. Sementara peraturan-peraturan yang mekabenpengaturan
secara khusus terhadap kawin kontrak sampai ddzlum ada di Negara
Indonesia.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Kontrak, Hukum Positif
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan sosml aatan
perjanjian hukum antar pribadi untuk membentuk Imgiaun kekerabatan
dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya daatah tertentu
yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasangim dan
seksual. Seseorang belum dapat dikatakan sebagaii suaupun istri
yang sah ketika seseorang laki-laki maupun perempueelum
melangsungkan perkawinan secara resmi sesuai deRgéantuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupurrate hukum
masing-masing agama Yyang dipeluknya. Jadi Perkawita pada
umumnya dimulai dan diresmikan dengan mengadakaangieaian
upacara pernikahan  yang maksud utamanya adalah k untu
membentuk sebuah keluarga. Namun hal ini terganuiy kepada
budaya masing-masing daerah sebagai tempat dilagkgsanya
perkawinan tersebut. Karena terkadang bentuk penkawdan tujuannya
di masing-masing daerah bisa jadi berbeda-beda.n Aletiapi pada
dasarnya perkawinan itu sebuah prosesi yang ekdidsiamnya terdapat
pelanggaran yang lazim disebut dengan perselingkuha

Apabila dicermati sebenarnya tujuan perkawinarsittigguh mulia,
yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, | kdka abadi
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimedapaé dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang taskgn bahwa :
"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antsegarang wanita
dengan seorang pria sebagai suami istri dengarartujmembentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekabbarklan Ketuhanan
Yang Maha Esa."

Berdasarkan rumusan yang dijelaskan dalam Undamigtn
Perkawinan tersebut diatas, perkawinan tidak hagigisarkan pada
ikatan lahir ataupun bathin saja namun harus diasapada kedua-
duanya vyaitu lahir dan bathin. Karena pada dasarpgekawinan
merupakan suatu perbuatan hukum selain perbuatagakean.
Dikatakan sebagai perbuatan hukum sebab perbuataebut dapat
menimbulkan akibat hukum, karena setelah dilangsamgya perkawinan
akan timbul hak dan kewajiban yang dibebankan kepeda pihak yaitu
kedua mempelai, sedangkan dikatakan sebagai parbusagamaan
sebab dalam praktik, pelaksanaan perkawinan sdlagsuaikan dengan
ajaran masing-masing agama dan kepercayaan sepang telah
dilakukan oleh para pendahulu yang telah membelaaturan dan tata
cara mengenai pelaksanaan perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan tidak tepggitu saja,
tetapi melalui sebuah proses yang diawali oleta galnak yaitu pihak
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laki-laki dan pihak perempuan yang saling kenal-gesal kemudian
timbul perasaan saling menyukai dan merasa mampuk umenjalin
hubungan lebih jauh berupa jalinan hidup bersamakumembentuk
sebuah keluarga atau yang lazim disebut denganhrdargga. Namun
demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syaeat dikun yang sudah
ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun Al-HaditsSayuti Thalib
memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah rpiamna suci
membentuk keluarga antara seorang laki-laki deisganang perempuan.
Sedangkan Mahmud Yunus menjelaskan, perkawinah @tad antara
calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya nremwang diatur oleh
syariat. Selanjutnya Zahry Hamid merumuskan nikanumut syara’ ialah
akad {(jab gabu) antara wali calon istri dan mempelai laki-lakindan
ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaraBagi. pihak-pihak
yang akan melaksanakan pernikahan seluruh ulamaafiyah sepakat
bahwa perkawinan dilakukan secara suka rela darkateendak sendffi.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan selmgmim
dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa perkawimerupakan sebuah
akad atau perhubungan hukum yang didasarkan atasap@& suka rela
dalam rangka mewujudkan hubungan antara seorangakakdengan
seorang perempuan untuk mewujudkan sebuah rumatgaamtau
keluarga yang bahagia yang selalu dinaungi olebaswzatenteram penuh
rasa cinta, kasih dan sayang dengan cara-cara dipegoolehkan dan
diridhoi Allah SWT.

Jika dilihat dari beberapa definisi mengenai peikaw tersebut
diatas, perkawinan adalah sebuah prosesi yanglsakiaanlah sebuah
kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan sewenamgnge tanpa
memperhatikan kaidah-kaidah sebagai pedoman pelk&sa sehingga
maksud dan tujuan serta manfaat setelah dilangamngl perkawinan
dapat tercapai. Untuk itu selain dari sisi adakum dan secara agama,
Islam adalah salah satu agama yang memandang peakevadalah
sebagai sebuah peristiwa penting yang harus ditaksa dengan tata
cara tertentu sehingga memenuhi unsur keabsah&nskbaara norma
hukum maupun agama.

Islam memandang perkawinan adalah fitrah manusiardaupakan
ibadah bagi seorang muslim dalam upaya penyempurmaen dan

! AbdurrahmanHimpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Reirkan
(Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 64.

2 Muhammad Jawad MughniyyaRigh Lima Madzhab(Jakarta: Lentera, 2001),
315.
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agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikahah sebagi
bentuk tanggungjawab besar yang dibebankan kepadaayi keluarga
yang akan dibimbing dan dipelihara menuju jalanekelban. Perkawinan
juga memiliki manfaat yang cukup besar terhadagkipgan sosial yang
lain, seperti memelihara keberlangsungan hidup sianmelanjutkan dan
mengembangkan keturunan, memperlancar rezeki, gerhjahormatan,
menjaga keselamatan bersama dari berbagai penyakiy dapat
mengancam kelangsungan hidup manusia serta ses@anbtEnjaga
ketenteraman secara menyeluruh baik jiwa dan raga.

Agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan ketentmaka
syarat sahnya perkawinan juga menjajadi suatu bhap ytidak dapat
dianggap sebagai hal sepele dalam pelaksanaanwpeaka tersebut,
karena hal ini akan menjadi dasar bahwa seseorapat dliakui secara
hukum bahkan agama ketika perkawinan yang dilaksam&u memenuhi
seluruh syarat-syarat yang telah ditentukan oledomagmaupun norma
hukum. Selain itu hal ini akan menjadi penentu abbpasangan seorang
lelaki dengan seorang perempuan telah diperboletkardianggap telah
halal untuk melakukan hubungan suami istri sehinggenindar dari
perbuatan terlarang yaitu perzinaan. Perzinaan pakan salah satu
perbuatan yang sangat dilarang baik menurut nogama maupun norma
hukum, karena sesungguhnya perzinaan adalah parbyang dapat
menghancurkan nilai ibadah selain dapat menggarsggiap manusia
dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Didalamnslzina termasuk
kategori perbuatan dosa besar dan tidak hanya themjasan bagi pribadi
yang melakukan saja dengan Tuhannya, namun menugaanggaran
terhadap norma hukum yang layak untuk diberikaksdmagi pelakunya.
Indonesia adalah Negara yang penduduknya maygréaseluk Agama
Islam, oleh karena itu, hukum Islam masih sanggidregaruh kuat dalam
penerapan sikap moral dan kesadaran terhadap hukayi
masyarakatnya.

Islam mempergunakan kebiasaan/tradisi cukup sedgrigmlam
prosesi perkawinan, hal ini bertujuan agar paraalpiidak sampai
terjebak dan terseret dalam perbuatan zina. Adapum sederhana yang
dimaksud tersebut sebenarnya sejalan dengan Undiaohgng
Perkawinan di Indonesia tepatnya terdapat padal passyat 1 yang
menyatakan : "Perkawinan adalah sah apabila diskukenurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya." Berdadarrpuatan pasal
itu seperti telah memberikan peluang bagi penganktum adat untuk
mengikuti bahkan cenderung berpedoman pada huklam Igersebut
dalam prosesi perkawinan. Selain itu penyebabngéahdkarena kemauan
masyarakat itu sendiri yang memang menghendakirtsape Sebagai
contoh perkawinan dengan cara adat yang sampai isaamasih
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diberlakukan adalah tidak dilakukannya pencatatd&epada
petugas/pejabat berwenang yang lazim disebut dengkah siri.
Pernikahan ini hanya dilangsungkan di hadapan pdagitau seorang
ahli bidang agama dengan syarat-syarat sesuai uew@iantuan syariat
Agama Islam, namun setelah prosesi pernikahangditedkan selanjutnya
para pihak tidak pernah mencatatkan perkawinantw&e kantor yang
berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

Selain pernikahan siri sebagaimana dimaksud, teanymnyak
terjadi dikalangan masyarakat daerah tertentu yamgangsungkan
perkawinan dengan tujuan tertentu yang lazim disédbogan perkawinan
kontrak. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawityang dibatasi
oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedlzh pihak. Sayyid
Syabig memberikan penjelasan kawin kontrak adad@amya seorang pria
mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, seaular’ Dalam
islam nikah kontrak atau diistiilahkan dengan hikautah diartikan
sebagai pernikahan kesenangdmenurutMazhab Syiah,nikah mutah
adalah pernikahan dalam masa waktu yang telatagkah dan setelah itu
ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku i&gntohnya, seorang
lelaki melakukan perkawinan dengan akad nikah smblagrikut, "Aku
menikahimu selama satu bulan atau satu tahun." Kemywanita itu
menjawab, "Aku terima." Maka masa nikah suami-istkan berakhir
dalam waktu sesuai dengan akad tersebediangkan sunni berpandangan,
pernikahan seperti ini hanya diperkenankan ketiksarperalihan antara
zaman jahiliah menuju zaman keislaman, yaitu kgt&ezinaan menjadi
masalah yang lazim dilakukan oleh masyarakat. MgnomazhalSunni,
pernikahan mut'ah tersebut adalah dianggap tidak sah dank tida
diperbolehkan karena pelaksanaannya tidak dilakdk@adapan wali dan
saksi, sehingga dianggap mengarah paelduatan zina,bahkan dapat
dikategorikan sebagai perbuatan pelacuran karewapat unsur biaya
yang diperlukan sebagai bentuk tujuan pernikahannya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimariaskge diatas
permasalahan yang akan dicari jawabnya dalam @amulini adalah
bagaimana ketentuan pengaturan mengenai kawin dkonttalam
perspektif Hukum Positif di Indonesia.

®  https://updatetalas.wordpress.com/2016/09/28/  gxéiag-nikah-kontrak/,
diakses 27/6/2020 Pukul 10.51 Wita
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C. Tujuan Penélitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalintuk
mengetahui ketentuan pengaturan terhadap pelaksd@@amin kontrak
dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapaganfaat
penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengamhkan ilmu bidang
hukum dan sebagai acuan ataupun referensi bagiitenpenelitian
berikutnya yang ada relevansinya dengan pelaksakaain kontrak.
Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian patddijadikan sebagai
tambahan pengetahuan bagi para pembaca dan madyseakra umum,
khususnya kepada pihak-pihak tertentu yang adaamiatintuk
melangsungkan perkawinan dengan cara kontrak.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjaun Umum tentang Hukum

Pembahasan mengenai rumusan pengertian hukum, issaapanj
belum diperoleh satu rumusanpun yang dapat dijaddedagai rumusan
baku mengenai arti dari hukum. Bahkan kesepahamenghli berkaitan
dengan definisi hukum hingga kini belum dapat diedr. Sebenarnya
cukup banyak para pakar dan ahli bahkan sarjananmulang berusaha
mencoba merumuskan definisi atau pengertian hukoamun belum
satupun diperoleh sebuah rumusan mengenai ddfuksim dari ahli-ahli
atau pakar-pakar atau bahkan sarjana-sarjana hténsebut yang dapat
memberikan definisi hukum sehingga diterima olelmws pihak.
Ketidakadaan satu rumusan pengertian hukum daurudelpakar-pakar
dan ahli-ahli hukum yang dapat dijadikan sebagaiopa oleh publik,
maka akan memungkinkan terjadinya memutasi terhgdmmasalahan
terkait ketidaksepahaman dalam pemberian definishganai hukum
tersebut yaitu, munculnya berbagai opini sepentadre-raguan terhadap
perlu tidaknya pemberian definisi hukum atau kenkiman tidaknya
publik membuat pengertian hukum yang selanjutnyaanakdapat
berkembang menjadi perlu tidaknya hukum didefianik

Ketidakadaan pengertian hukum yang jelas menjathhsaatu
kendala bagi pihak-pihak yang akan mempelajari ilodang hukum.
Sebagaiman diketahui langkah awal yang dilakukdandanempelajari
sebuah bidang ilmu seperti halnya ilmu hukum, pastlalui proses
pemahaman awal yang dimulai dari pemahaman terhdelf@psi hukum
secara umum, selanjutnya bertahap mempelajari hutengan segala
aspeknya secara menyeluruh. Bagi kalangan awamisiefiukum itu
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tidak terlalu penting, justru yang dianggapnya pgntdalah penegakan

dan bentuk perlindungan hukumnya yang dapat diaerikepadanya.

Tetapi, bagi masyarakat yang ingin mendalami lejaihh mengenai

hukum, tentunya perlu mengetahui definisi hukumleb#h dahulu.

Rumusan mengenai pengertian hukum secara umum alimengandung

unsur-unsur sebagai berikut :

Pada dasarnya hukum itu memberikan pengaturandigohaerilaku
atau tindakan manusia dalam menjalani hidup beranakgt. Peraturan
yang ada memuat perintah maupun larangan sebagaima& untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini dijukintuk mengatur
tingkah laku manusia agar tidak menimbulkan pertahsa yang dapat
mengganggu bahkan menimbulkan terjadinya kerug@m kepentingan
bersama.

Peraturan-peraturan hukum tersebut ditetapkan piahk-pihak
yang berwenang membuatnya dan tidak boleh dibuatgoper orang,
melainkan harus melibatkan pihak-pihak terkait gepembaga atau
badan tertentu yang memiliki kewenangan dalam mé&kak perumusan
dan penetapan sebuah aturan yang memilki sifat ikengbagi
masyarakat secara umum.

Salah satu sifat hukum adalah bersifat memaksautduttiadakan
untuk dipatuhi dan bukan untuk dilanggar. Dalamgkanmenegakkan
hukumpun telah diatur pula terkait pihak-pihak yamberikan
kewenangan untuk malakukan pengawasan walupun fgdakg sampai
dengan tindakan represif. Selain itu, sifat hukiangylain adalah bersifat
fakultatif atau melengkapi.

Berikut disampaikan beberapa pengertian hukum narbgberapa
pendapat ahli :

1. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem amonma yang
mengatur perilaku manusta.

2. Menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalakuéatu
perhimpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksay aengan
perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup ybhecsifat
memaksa”

3. Menurut Black’s Law Dictionary, hukum dalam arti um adalah
keseluruhan peraturan bertindak atau berperilakog yditentukan
oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuathnbersifat

* Hans Kelsen,2002,Pure Theory of Law, terjemaharx Maight dari reine
Rechtslehre. The Law book Exchange Ltd,hal.4 : &.system of noems regulating
human behavior.”

® Jwvan Kan dan J.H. Beekhiengantar lImu HukurPustaka Sarjana.tanpa
tahun, hal.183
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mengikat® atau, apa yang harus ditaati dan diikuti oleh wadggara

dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah adatatf hu
4. Menurut Ensiklopedi Indonesia, hukum adalah “pe&tuyang

menentukan, bagaimana hendaknya kelakuan orang mdala

masyarakat®

Secara umum hukum adalah peraturan yang berupahkaddn
adanya pemberian sanksi yang bertujuan untuk menggérilaku
manusia, menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan d@ncegah
kemungkinan adanya kekacauan. Hukum menjadi pedorbagi
masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhradapatkan
kepastian dan perlindungan hukum. Pemberlakuarssauga diterapkan
bagi pihak yang melanggar hukum.

B. Penjelasan Mengenai Hukum Positif

Selain pengertian hukum secara umum sebagaimaedastian
diatas, selanjutnya akan kemukakan penjelasan manggengertian
hukum positif. HukumReal (Bahasa Latinius positum adalah hukum
yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau rapkah suatu
tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapak-hak tertentu
untuk suatu individu atau kelompok. Hukum pogitija dideskripsikan
sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu gmags atau
sekarang) dan di tempat terteftdukum positif merupakan serangkaian
asas dan norma hukum yang berlaku pada saat uratdislaerah tertentu,
dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang kebealakya mengikat
secara khusus dan umum, ditegakkan oleh suatu ¢emberadilan atau
pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Meskhpkum positif
dijelaskan sebagai hukum yang berlaku pada saatkan tetapi pada
dasarnya tidak meninggalkan hukum yang berlaku paka lalu.

Berikut beberapa contoh hukum positif yang diberkaa di
Indonesia :
1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Tata Negara

® H.C. Black, Black’s Law Dictionary, West publiskitCo. St. Paul Minn., 1979,
him.795: “Law, in its generic sense, is a body of rules ¢ibacor conduct prescribed by
the controlling authority, and having binding ledalce’.

" Ibid : “That which must be obyed and followed by citizehgest to sanctions
or legal consequenses is a law

8 Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar baru-Vreve,1982), Jilid 3, hal. 1344

*https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif#:~:texHukum%20Real%20(Bahas
a%20Latin%3A%20ius,mewajibkan%20atau%20menetapk8sieu%20tindakan.&te
xt=Hukum%20positif%20juga%20dideskripsikan%20sehagkarang)%20dan%20di%
20tempat%20tertentu. Diakses pada tanggal 30/6/28@8a pukul 12.05 Wita.
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4. Hukum Tata Usaha Negara
5. Peraturan Perundang-undangan

Berkaitan dengan tata urutan atau hierarki Pemat@®@arundang-
undangan sesuai dengan ketentuan perundang-undgaggrberlaku di
Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1@nt&011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia taBdb
Tap MPR
UU/PERPPU
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

NoakswhNpE

C. Perkawinan menurut sudut pandangan Hukum Positif di
Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentankp®inan
memberikan penjelasan mengenai definisi perkawiRarkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seovegta sebagai suami-
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggng bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Rumusan tersebut di atas memuat beberapa hal yangs h
diperhatikan yaitu

1. Terdapat kata seorang pria dan seorang wanita,utialeri kata-kata
tersebut adalah bahwasanya perkawinan hanya bidddukhn antara
seseorang dengan seseorang yang memiliki jenismkel&#erbeda.
Dengan demikian berarti dalam perkawinan sesungguhtidak
dibenarkan ketika ada seseorang yang berjenis kelsama berniat
untuk melangsungkan perkawinan, meskipun perkawidangan
model seperti ini terjadi dibeberapa Negara di lndpbnesia.

2. Kemudian terdapat kata suami istri, mengacu patiHKata tersebut
memberikan pemahaman bahwa perkawinan ialah teyadi
pertemuan antara 2 jenis kelamin berbeda dalamakatumah tangga
atau keluarga, tetapi tidak sekedar dalam kontekkip bersama”.

3. Selanjutnya dalam definisi tersebut disebutkan pgyangkaian kata-
kata yang merupakan tujuan dari sebuah perkawiaén gnembentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kBkatlasar pada
tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwanggshnya
perkawinan adalah sebuah praktik sosial dan keamamngang tidak
dapat dijadikan sebagai prosesi yang main-main atya untuk
bersenang-senang saja sebagaimana dalam istilglarkaan, istilah
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perkawinan yang demikian itu lazim disebut dengaifah perkawinan
mut’ah.

4. Kata-kata terakhir yang disebutkan dalam Pasalelbets yaitu
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serangkaiank&in
tersebut mensyaratkan bahwa prosesi perkawinamdalam adalah
sebuah peristiva keagamaan dan dilangsungkan dakamgka
menjalankan perintah agama.

Perjanjian nikah sebagaimana dimaksud dalam peajela
perkawinan tersebut diatas terdiri atas 3 kategotu :

1. Tidak dapat dilaksanakannya pernikahan apabila ndakeadaan
terpaksa yaitu tidak adanya kerelaan antara kehad.p

2. Kedua insan yang mengikrarkan diri dalam sebuahjam&n
pernikahan tersebut, masing-masing mempunyai hakakeakan
memutuskan mengenai perjanjian pernikahan sesangadeketentuan
yang berlaku.

3. Perjanjian pernikahan tersebut memberikan pengatumengenai
batas-batas peraturan terkait hak dan kewajibam paek. Perjanjian
perkawinan tersebut sesungguhnya tidak memilikakegn dengan
perjanjian yang lain, seperti halnya perjanjianataifienukar, sewa
menyewa,jual beli dan lain-lain.

Menurut Mr. Wirjono Prodjojodikoro perbedaan antpexsetujuan
perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetbjasa semua pihak
berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkasuai dengan
peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkaetpgian perkawinan
isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukarndigkum?™®

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah prosesi perkawiardapat
syarat- syarat dan rukun yang harus dipenuhi,tjdagk maka perkawinan
tersebut ternyata dapat dibatalkan. Sebagaimaglaskan dalam Pasal 22
Undang-Undang tentang Perkawinan menjelaskan :kdénan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi sysyatat untuk
melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya Pasal 2at(4y Undang-
Undang tersebut menyatakan bahwa “Seseorang suamiisteri dapat
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apaeikawinan
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar Hukkiemudian
pasal 6 (ayat 1) masih menurut Undang-Undang tgnfzrkawinan
membahas tentang syara-syarat perkawinan yaitu doah¥?erkawinan
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempd&Meh karenanya
perkawinan yang dilangsungkan tidak atas persetuglaai kedua calon

19 Spemiyati, 1986jukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.9.
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mempelai sesungguhnya menyalahi dan tidak sesuwjadeketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

D. Penjelasan mengenai Kontrak

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya secara umutrakatu sama
dengan perjanjian. Meskipun terdapat pendapat yaamberikan definisi
bahwa perjanjian adalah suatu peristiwva dimanaasgoberjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling iegatuk melaksanakan
suatu hal. Sedangkan kontrak merupakan perjangag gibuat oleh para
pihak dalam bentuk tertulis.

Berkaitan dengan definisi kontrak sebagimana dikga dalam
KUH Perdata Pasal 1313 bahwa : "Perjanjian adalstu perbuatan
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkartetinadap satu orang
atau lebih,”. Sedangkan doktrin (teori lama) metigan perjanjian
adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakait orenimbulkan
akibat hukum.” Selanjutnya pendapat teori baru ydisgmpaikan oleh
Van Dunne, dinyatakan bahwa perjanjian, adalahtisbabungan hukum
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepak& menimbulkan
akibat hukum.** Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang selanjutnya
diteriemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibimenjadi KUH
Perdata, pembahasan terkait hukum perjanjian d@ittalam Buku Il
yaitu tentang Perikatan, pada bagian tersebut mekabepengaturan dan
memuat mengenai hukum kekayaan dan mengenai hakelaajiban
yang diberlakukan bagi orang perorang atau pihbhkkpiertentu.

Merujuk pada beberapa pemikiran para ahli mengeeganjian
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Maka,t dhgianpulkan,
perjanjian adalah “suatu perbuatan yang dilakukiet seseorang atau
lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu desgaaorang atau lebih
berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak”. rildberarti ketika
seseorang mengadakan perjanjian dengan orangntaika akan timbul
hubungan hukum diantara para pihak tersebut, yamgnl dinamakan
dengan perikatan. Jika dilihat dari sudut pandasgtuknya, perjanjian
merupakan suatu rangkaian kata-kata yang memugkjgap atau
kesediaan dari para pihak baik berupa ucapan maufisan. Sedangkan
perikatan menurut Subekti adalah “suatu perhuburygom antara dua
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak ydngoerhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yaigbarkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itt?. Jadi hubungan antara perikatan dengan
perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan saltu penyebab

1 salim HS,201Rengantar Hukum Perdata TertuliBW), Sinar Grafika, Jakarta,hal.
161
12 Soebekti,200Hukum PerjanjiarCet 18,PT.Intermasa,Jakarta,hal.1
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lahirnya perikatan. Dengan kata lain bahwa peganpdalah salah satu
sumber perikatan.

Sedangkan hukum perjanjian menurut teori ilmu hukiigolongkan
sebagai hukum tentang pribadi seseorang dan huklay&an, mengingat
hal tersebut merupakan percampuran antara kecak@dganseseorang
dalam melakukan suatu tindakan dan berhubunganadesepgala sesuatu
yang diatur didalam perjanjian seperti halnya sesuamng dihargai
dengan uang.

Istilah dari hukum perjanjian atau hukum kontraldgpalasarnya
adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaituntract law sedangkan
didalam bahasa Belanda diistilahkan dengeereenscomsrecht.

E. Kawin Kontrak Menurut Pandangan Norma Hukum dan Norma
Agama

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 3 jenis p&r&awyang
dikenal di Indonesia, yaitu nikah, kawin siri, dalkah kontrak. Kawin
merupakan pernikahan sah menurut agama jika kemudilanjutkan
dengan melakukan pencatatan di dinas kependudukarcatatan sipil.
Ketika pernikahan berlangsung dengan menghadirkanghulu sebagai
wakil pemerintah untuk melakukan pencatatan bagapgan yang sudah
melakukanijab gabul maka pasangan tersebut sudah diakui sebagai
pasangan yang sah menurut agama dan negara. Seba@ti
keabsahannya adalah dengan diterbitkannya bukuh nikduk kedua
mempelai tersebut.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Talbud 1
Tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwamda ialah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorangavsgbagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggay Yyemmagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2 (ayat 1) “Perkawinan adalah sah, apabd&ukian menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyaS#lanjutnya
(ayat 2) menjelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatanurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya Pasal(agat 1)
menyebutkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu ped@weorang pria
hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang avdmainya boleh
mempunyai seorang suami. Sedangkan (ayat 2) Pdagadipat memberi
izin kepada seorang suami untuk beristeri lebihi daorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.i Panjelasan ayat
demi ayat pada pasal-pasal tersebut dengan tegaberikan pejelasan
bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat hal-hal lyang dipatuhi agar
perkawinan yang dilakukan itu sah dimata agamahdé&am, yaitu wajib
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dicatatkan kepada pihak yang berwenang untuk miedakypencatatan

perkawinan.

Selanjutnya nikah siri menurut Ustadz Fauzan, seegama sah
dalam Islam tapi tidak tercatat di dinas kependadu#lan catatan sipil.
Pola pernikahan ini biasanya digunakan oleh oraaggymelakukan
poligami’® Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalanikpban
siri adalah ketika pasangan tersebut sudah menahlkk. Karena anak
yang dilahirkan pada pernikahan siri tersebut tidagat memperoleh akta
kelahiran, sesuai dengan ketentuan salah satut sydtek penerbitan akta
kelahiran adalah orang tua dari anak tersebut harespunyai buku
nikah yang ditandatangani oleh penghulu sehinggkapenannya diakui
oleh negara.

Kemudian yang ketiga adalah kawin kontrak. Pergelamengenai
kawin kontrak sampai dengan tulisan ini ditulisumelada sama sekali
satu peraturan perundang-undanganpun yang membgrétgelasan dan
pengaturan mengenai kawin kontrak. Dalam praktketdihui bahwa
pernikahan kontrak terjadi dengan melakukan peganmenggunakan
batasan waktu tertentu. Biasanya maharnya akarsudid@n dengan
lamanya jangka waktu jalinan atau hubungan perkawkontrak tersebut
direncanakan, bahkan bisa saja semua perjanjiagenan perkawinan
kontrak tersebut berdasar pada kesepakatan datiakéelah pihak.
Berikut beberapa pendapat mengenai pengertiannkkamtrak dalam
islam :

1. Abdus Salam Nawawi berpendapat kawin kontrak dikeieamgan
istilah kawinmut'ah Sifat kawin mut'ah ini, lebih menitikberatkan
pada kesenangan yang dibatasi oleh waktu terténtu.

2. Rifyal Ka'bah berpendapat bahwa kawnat'ahlebih mengarah pada
kesenangan belaka. Perkawinan tersebut adalah kaain-main
dengan tujuan hanya untuk bersenang-sefrang.

Mengacu kepada pendapat-pendapat tersebut dapatpulisan
bahwa kawin kontrak itu sesungguhnya merupakanrkaengan tujuan
tertentu yang cenderung mengarah kepada penciderdetap kesucian
dan kemurnian hakikat perkawinan yang sebenarngé& @ari sudut
pandang norma hukum maupun norma agama. Karensateaslanya
perkawinan yang sengaja dilakukan oleh orang-otarigntu yang hanya

13 hitps://muslim.okezone.com/read/2019/12/24/614884/ini-penjelasan-lengkap-
tentang-hukum-kawin-kontrak-dalam-islam?page=2s#akpada tanggal 3/7/2020 pukul
07.21 Wita

14 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1565@/n-kontrak-antara-
agama-hukum-dan-realita/ diakses pada tanggalZt&6/pukul 14.03 Wita
15 ythi
Ibid
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sebatas untuk pemenuhan kebutuhan biologis sajapa@a perkawinan
kontrak juga terkesan sebagai perkawinan yang main- hanya untuk
memburu kesenangan belaka.

1. PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah proseskatean itu
dilakukan dengan mengadakan suatu perjajian atad diklam rangka
mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorsagita untuk
menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanyalittqukan dengan
dasar suka sama suka atau sukarela dan keikhlasarketiua pihak
tersebut dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan héupmah tangga
atau berkeluarga yang dinaungi oleh rasa cintajhkasayang dan
ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWTrdBsar pada
pemahaman penjelasan mengenai pernikahan tersebd&pat kata
“...perjanjian untuk mengikatkan diri...”. Hal ini membkan gambaran
bahwa dalam prosesi perkawinan setelah pengucggangabul yang
dipandu oleh pejabat berwenang dan disaksikan pdea saksi, bahkan
sebagian besar didampingi oleh pihak keluarga rgasimsing mempelai,
sejak saat itulah terhadap para pihak (mempela gan wanita) telah
terjadi perikatan atau hubungan hukum diantara &eyl sebagai hasil
ikrar yang telah diucapkan tersebut. Tidak cukumss disitu, setelah
pengucapariab gabulmasih terdapat dua prosesi yang harus dilalutiy yai
pembacaarsighat taglidatau janji nikah yang dibacakan oleh mempelai
pria dan terakhir penandatanganan buku nikah. @etslemuanya
dilakukan maka secara norma hukum maupun agamgpjeaia telah sah
dikatakan sebagai suami istri dan telah melekatdaamkkewajiban sebagai
konsekuensi yang harus diemban oleh para pihadlietrs

KUH Perdata memberikan pandangan bahwa perkawinamanya
sebatas hubungan Perdata saja. Pada asasnya perkawarupakan suatu
akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua okemgeda jenis kelamin
dalam rangka membentuk rumah tangga atau keluagagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut KUH Perdata pengaturan tentang syarat-sysahinya
perjanjian dijelaskan pada Pasal 1320. Pada parsabut dijelaskan ada 4
syarat sahnya perjanjian yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkenghasyarat
pertama dan kedua digolongkan ke dalam syarat ktihylkarena kedua
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syarat tersebut merupakan syarat yang menyanglautr wubjek (pihak)
yang melakukan perjanjian, selanjutnya disebut gabsyarat subjektif.
Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupskarat yang
menyangkut unsur objek perjanjian, selanjutnya kdisesebagai syarat
objektif. Apabila tidak terpenuhinya salah saturayalari keempat syarat
tersebut perjanjian dianggap sebagai sebuah penaygng cacat, secara
hukum perjanjian akan dapat dibatalkan atau baletal demi hukum.
Jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidaknmmanuhi syarat
subyektif, maka perjanjian dapat dibatalkan, sekiamgjika perjanjian
tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, maka pgga batal demi
hukum.

Sedangkan mengenai perkawinan terdapat beberapat syang
harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanattalala:

Persetujuan kedua calon mempelai;

Pria sudah berumur 19 tahun, dan wanita 16 tahun;

Izin orang tua atau pengadilan apabila belum ber@huahun;

Tidak terikat dalam suatu perkawinan;

Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami sta yang sama
hendak dikawini;

Bagi janda, sudah lewat waktu tunggui;

Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat pekawegkurang-
kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan;

8. Tidak ada pihak yang mengajukan pencegahan per&awin

9. Tidak terdapat larangan kawif.

Namun dari beberapa uraian mengenai syarat perkawin
sebagaimana disebutkan diatas pada syarat yan@ kediw mengenai
syarat umur, telah dilakukan perubahan oleh Undamdang Nomor 16
tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undangign@iiomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa syarat umnumeUU tersebut
baik pria maupun wanita ketika akan melangsungkenkgwinan harus
sudah genap berumur 19 tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan kawin kontrak dapadiéimi bahwa
perkawinan kontrak itu adalah adanya seorang paiagymengawini
seorang wanita melalui perjanjian atau akad mengaretu hal tertentu
seperti perjaanjian tentang seberapa besar jundaly gapat diberikan
untuk mempelai wanita, kemudian jangka waktu yaitgitdhkan untuk
melangsungkan perkawinan tersebut. Selanjutnya apénan akan
dianggap selesai ketika jangka waktu yang dipekanjtersebut tiba.
Sejak saat itu pasangan tersebut dinyatakan tagiksebagai suami istri

agrwbdE

N o

6 Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan, Hukum Perkawi dan Hukum
Keluarga Indonesia, Fakultas Hukum Universitas fresta, Jakarta, 2004, him. 17.
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dan tidak ada kewajiban bagi kedua belah pihak ukumhelakukan
kewajiban memberi nafkah, tempat tinggal bahkakaierdengan hak
waris. Berakhirnya perkawinan tanpa harus dilakut@ngan cara talak,
karena sudah disepakati waktu berakhirnya perkawirarsebut
sebagaimana dijelaskan dalam isi perjanjian.

Analisis penulis terhadap praktik perkawinan kokitraerpedoman
pada Pasal 1332 KUH Perdata yang memberikan peajelaahwa segala
sesuatu yang dapat diperjanjikan adalah segalakogigganjian berupa
barang yang dapat diperjual belikan atau diperdfigem Sedangkan
sebagi bentuk obyek perjanjian dalam perkawinantrk&n adalah
perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu, s¢éanarperjanjian obyek
tidak dapat dikategorikan sebagai suatu barang yashgpat
diperdagangkan. Jadi jelas perjanjian mengenaikopgag demikian itu
secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya pemanjatu syarat
objektif yang disebut juga dengan suatu hal temteping mana sesuatu
yang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian hahuglas dan dapat
ditentukan jenisnya. Syarat objektif berikutnya yditlak dapat dipenuhi
adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawy@eng dilakukan
dalam kawin kontrak sangatlah bertentangan dengamjamian
perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undandkutu Perdata
Pasal 1337, Suatu sebab adalah terlarang jika sébatilarang oleh
Undang-Undang, atau bila sebab itu bertentangagasekesusilaan atau
dengan ketertiban umum. Kemudian bertentangan derigadang-
Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khusuBagal 1 yang
mensyaratkan bahwa perkawinan itu harus dilakukamgan niat dan
tujuan yang tulus untuk membentuk sebuah keluatga amah tangga
yang bahagia dan kekal, bukan hanya sekedar uatukrgara waktu saja
dan tidak kekal. Hal ini bertentangan juga bertegéa juga dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, 5 dan 6. Mengeisi dalam
perjanjian perkawinan pada kawin kontrak pada unyammengatur
tentang lamanya atau jangka waktu dari perkawieasebut, kemudian
kompensasi yang pastinya berupa sejumlah uang isdsuagan hasil
kesepakatan para pihak, hak dan kewajiban antara p#ak, dan
berbagai hal lain yang memang dianggap perlu udipgejanjikan.

Perkawinan dianggap sah ketika sudah memenuhi rdeansyarat
perkawinan. Hal-hal yang termasuk sebagai rukurkgwénan adalah
sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu re¢éanpria dan
wanita.

2. Adanyaakad(sigha) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau
wakilnya (jab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya
(gabul).
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3. Adanya wali dari calon istri.
4. Adanya dua orang saksi.

Apabila terdapat salah satu syarat sebagaimandutkse diatas
tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkanggap tidak sah
dimata hukum, bahkan dapat dipastikan bahwa peneawitu dianggap
tidak pernah terjadi. Untuk itu apabila rukun dgarat perkawinan belum
terpenuhi, maka pasangan pengantin yang melangasnng&rkawinan
tersebut belum diperbolehkan bahkan diharamkan kumhelakukan
hubungan seksual. Namu jika empat rukun terseliarsdapat dipenuhi
maka perkawinan yang dilakukan oleh para pihak Kswd telah
dianggap sabh.

Perkawinan tersebut sudah telah dianggap sah dp&mdangan
islam, jika dikaitkan dengan ketentuan sebagimanaaktub dalam pasal
2 (ayat 2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawysng menyatakan :
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturanupéang-undangan
yang berlaku." Sebagai penegas ketentuan tersethwabUU No 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nehun 1974
Tentang Perkawinan memberikan pembatasan terhadap minimal
perkawinan terhadap seorang Laki-laki dan wanisardakan yakni 19
tahun. Tetapi apabila usia calon pasangan pengaetim mencukupi
batas minimal tersebut, pasal 7 ayat 2 UU tersetmijelaskan bahwa
perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan disahk#@n gengan cara
minta dispensasi pada pengadilan atau pejabaty$éaig berwenang dan
permintaan dispensasi tersebut dilakukan oleh kedaag tua mempelai
pria maupun mempelai wanita.

Norma Hukum dan Norma Agama telah bersinergi daahte
memberikan pengaturan dengan jelas mengenai hajamg seharusnya
diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Mulaisyarat sahnya dan
rukun perkawinan, bahkan beberapa hal penting daimi tercapainya
tujuan terbaik dari sebuah perkawinan menuju baltehidupan berumah
tangga. Namun berkaitan dengan perkawinan kontdak terdapat satu
pasalpun dalam perundang-undangan yang berlakundidinésia yang
memberikan pengaturan mengenai kawin kontrak. Jbetirdasarkan hasil
analisis penulis apabila dikaitkan dengan berbagaaturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia mengenai penleaanwang dilakukan
secara kontrak oleh para pihak, keberadaanya tidglat dianggap sah
dan diakui menurut hukum, karena jelas berdasaa paateri mutan
perjanjian dianggap sebagai telah melanggar kedantgang berlaku
menurut pandangan hukum positif yang berlaku dohedia.
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IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawiwan kontrak banyak terjadi dilakukan di Indsia yang
pada umumnya pelakunya antara pihak berwarga Neggng dengan
pihak warga Negara Indonesia. Namun secara khummgapuran
mengenai kawin kontrak sampai saat ini belum adddalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lsimneleh karena itu
wajar jika praktik-praktik perkawinan tersebut bakyterjadi di Negara
Indonesia ini.

B. Saran

Seyogianya pemerintah Indonesia harus mulai bgrstkahadap
adanya praktik-praktik perkawinan kontrak tersebmgngingat secara
hukum, baik norma hukum maupun norma agama perlawviyang
demikian itu dianggap tidak patut untuk dilakuk&arena jelas-jelas
bertentangan dengan kemurnian dan ksucian hakijzrt perkawinan,
misalnya dengan membentuk peraturan untuk memirendengaturan
terhadap kawin kontrak tersebut sehingga diharapian ada akibat
hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinarnri&rersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman,1986limpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang
Perkawinan Jakarta : Akademika Pressindo.

Ensiklopedi Indonesia,1982, Jilid 3, Jakarta: Eohbaru-Van Hoeve.

Hans Kelsen,2002,Pure Theory of Law, terjemahan Kiaight dari reine
Rechtslehre. The Law book Exchange Ltd.

H.C. Black, Black’s Law Dictionary, West publishi@p. St. Paul Minn.,

Jwvan Kan dan J.H. Beekhigngantar IImu HukurRPustaka
Sarjana,tanpa tahun.

Muhammad Jawad Mughniyyah, 20Bih Lima Madzhab,Lentera,
Jakarta.

Soemiyati, 198&jukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
PerkawinanLiberty,Yogyakarta.

Salim HS,201Rengantar Hukum Perdata Tertul{8W),Sinar Grafika,
Jakarta.

Soebekti,200Hukum PerjanjiarCet 18,PT.Intermasa,Jakarta.

131



Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak ...... Sukindar

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan, Hukum Perkawidan Hukum
Keluarga  Indonesia,2004  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia,Jakarta.

Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUH Per)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undanag Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peranbatas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Isalam (KHI)
Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUH Per)
https://updatetalas.wordpress.com/2016/09/28/p¢ingenikah-kontrak/

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_ positif#:~:texHukum%20Real%20
(Bahasa%20Latin%3A%20ius,mewajibkan%20atau%20mpkata
%20suatu%20tindakan.&text=Hukum%20positif%20jugatidés
kripsikan%20sebagai,sekarang)%20dan%20di%20temixertent
u. Diakses pada tanggal 30/6/2020 pada pukul D&/

https://muslim.okezone.com/read/2019/12/24/614/284%ni-penjelasan-
lengkap-tentang-hukum-kawin-kontrak-dalam-islam®gdy

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1565@/kakontrak-
antara-agama-hukum-dan-realita/

132



